
BUPATI SAMBAS 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 78 TAHUN 2024 

TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (8) 
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 
ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 5 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
scbagaimana telah beberapa kali diubah, tcrakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Pcnctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161 ) ;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881 ) ;  

1 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781 ) ;  

12 .  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2024 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 ) ;  
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Menetapkan 

13.  Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sambas Nomor 79); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 
OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA 
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati Sambas ini, yang dimaksud dengan: 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Sambas. 
2 .  Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas. 
3. Bupati adalah Bupati Sambas. 
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Baral. 
6 .  Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi a tau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
scbesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

7. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. 
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB 

adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

9 .  Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut 
Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas 
pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

1 0 .  Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak 
atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. 

1 1 .  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB 
adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai 
akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang 
terjadi karenajual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan 
ke dalam badan usaha 

1 2 .  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai degan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

13 .  Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak 
atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau 
retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan 
penyetorannya. 

14 .  Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
Daerah. 

15 . Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terutang. 
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1 6 .  

1 7 .  

1 8 .  

1 9 .  

20. 

2 1.  

Surat Sctoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti 
pcmbayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke 
Rckcning Kas Umum Daerah Kabupaten Sambas melalui tempat 
pcmbayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
kelcbihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada pajak yang terutang atau scharusnya tidak terutang. 
Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak 
mclunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
mcmpcr ingatkan, mclaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 
mcmberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
pcnyitaan , mclaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah 
disita. 
Pcnagihan Sckctika dan Sekaligus adalah Tindakan Penagihan pajak 
yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa 
menunggu tanggal jatuh tempo pcmbayaran yang meliputi seluruh utang 
Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak. 
Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 
administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum 
dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 
peraturan pcrundang-undangan perpajakan Daerah. 
Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau 
kckuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak dapat 
mclaksanakan kewajiban mcmbayar pajak sepenuhnya atau sebagian 
atau tidak tepat waktu. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

( 1 )  Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 
dalam melaksanakan pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. 

(2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan 
kepastian hukum dalam proses pemungutan Opsen PKB dan Opsen 
BBNKB. 

BAB III 

DASAR PENGENAAN, SAAT TERUTANG, WILAYAH PEMUNGUTAN 
DAN TARIF OPSEN 

Bagian Kesatu 
Dasar Pengenaan, Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan 

Pasa13 

( 1 )  Dasar pengenaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB adalah PKB terutang 
dan BBNKB terutang. 

(2) Saat terutang Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan pada saat 
terutangnya PKB dan terutangnya BBNKB. 

(3) Wilayah pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang merupakan 
wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. 

Bagian Kedua 
Tarif 

Pasal 4 

Tarif Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam 
persen). 
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BABIV 

PEMUNGUTAN 
Pasal5 

( 1 )  Opsen dikenakan alas pokok pajak tcrutang dari : 
a. PKB; dan 
b. BBNKB. 

(2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  
huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, Nomor Induk Kependudukan 
dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor. 

(3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1 ) .  

(4) Pemungutan opsen yang clikenakan atas pokok pajak terutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan bersamaan dengan 
pemungutan pajak terutang dari PKB dan BBNKB. 

BAB V 
PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN 

Pasal 6 

(1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dan dicantumkan 
di dalam SKPO. 

(2) Penetapan PKB yang bersamaan dengan penetapan Opsen PKB terutang 
dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut 
terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bennotor. 

(3) Wajib pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar pajak terutang 
menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 ) .  

(4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dokumen penetapan dan 
pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bennotor. 

(5) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sambas dilakukan 
bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke Rekening Kas Urn um 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

(6) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
dilakukan oleh wajib pajak, Gubernur dapat melakukan penagihan. 

(7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tennasuk penagihan 
sanksi administratif atas Opsen PKB dan Opsen BBNKB. 

(8) Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pembayaran atas penagihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagian Opsen PKB dan Opsen 
BBNKB disetorkan ke Rekening Kas Umum Oaerah Kabupaten Sambas 
paling Iambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukannya pembayaran Opsen 
PKB dan Opsen BBNKB tersebut. 

BAB VI 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
Pasal 7 

(1 )  Karena keadaan kahar (force majeure) sehingga kepemilikan dan/atau 
penguasaan kendaraan bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, 
dapat dilakukan pengembalian kelebihan pajak yang sudah dibayar 
untuk porsi jangka waktu yang belum dila lui. 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Dalam hal Wajib Pajak m e n a i·  k  pembayaran PKB ate ~, ' K an  permohonan pengembalian kelebihan 
terse but term k au 3BNKB, pengembalian kelebihan pembayaran 

b O asui memperhitungkan pengembalian kelebihan Poayaran psen PKB atau Opsen BBNKB. 
alam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 

P"Fmohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
imaksud pada ayat (2), Gubernur harus memberikan keputusan. 

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah 
terlampaui dan Gubernur 'tidak memberikan suatu keputusan, 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan. 
Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 
kepada Bupati pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
sejak SKPDLB diterbitkan. 
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB. 
Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 
2 (dua) bulan, Gubemur dan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 
0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran 
kelebihan pembayaran pajak. 
Apabila Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak lainnya. 

BAB VII 
OPTIMALISASI PENERIMAAN OPSEN 

Bagian Kesatu 
Sinergi Pemungutan 

Pasal 8 

(1 )  Dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan 
Opsen BBNKB Pemerintah Daerah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah 
Daerah Kabupaten. 

(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  berupa pembiayaan 
kegiatan dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen 
BBNKB. 

Bagian Kedua 
Rekonsiliasi 

Pasal9 

(1 )  Bupati dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB melakukan 
rekonsiliasi data penerimaan PKB, Opsen PKB BBNKB dan Opsen BBNKB 
setiap triwulan. 

(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  paling sedikit 
mencakup :  
a. SKPD; 
b. SSPD; 
c. rekening koran bank; dan 
d. dokumen penyelesaian kekurangan dan/ a tau pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 3 1  Desember 2024 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

SATONO 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 31  Desember 2024 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 

FERRY MADAGASKAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 98 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

AN , SH 
NIP. 197805062005021004 
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